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ABSTRAK

Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Jepang
adatah perjanjian perpajakan yvang menpgtkat kedun negara dalam mengatur
pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang ombul dan adanva transaksi
yang dilakukan. Perjanjian tersebut dibuat untuk membatasi hak pemajakan dari
negara sumber atas penghasilan yang timbul diwilayah juridiksinva, Perjanjian
penghindaran pajak bergands merupakan rekonsiliast dua undang-undang pajak
vang berbeda. Rekonsiliasi ini diperlukan ontuk menghindarkan pengenaan
pajak berponda atau entuk mengatur hak pemajakan bagi wapb pajak, secara
juridis, Fiskus sebagar pejabal pemenntah berhak menctapkan pengenaan suatu
pajak penghasilan terhadap orang pribadi mavpur dalam bentuk usaha tetap
(BUT} berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan, salah satunva mengenai
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB} terhadap beban biaya kantor
pusat vang dibebankan oleh wajib pajak. bherdasrkan Pasal 5 Axvat 3
menyimpulkan bahwa beban braya lerhadap kantor pusst tidak diperbolehkan
sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 3 fax freaty Indonesia dan Jepang menjelaskan
bahwa dalam menentukan penghasilan BUT diperkeninkan untuk mengurangi
biava-biaya kepada kanlor pusat, kedua peraturan inl jelas-jelas sangat
bertentangan satu sama lain. Untuk tercpitanya suntu pronsip keadilan Jdi dua
negara maka perlu dilakukan suatu peninjavan kembali terhadap fax sreary
indonesia dan jepang, schingea tidak ada negara vang diregikan dar adanya
peraturan  tersebut. Namun  kenyataanva  apabila terdapat  indikasi
ketidakbeparan dalam pengenaan pajak penghasilan maka wajib pajak dapat
mengajukan keberatan hingga ke tingkat banding di Pengadilan Pajak <lengan
mengney  kepada  fer freafy vang dibuat antara Indonesia-Iepang  yang
diberlakukan secara khusus di  Indonesia (lex specialis) sebagai  dasar
hukumnya. Sehingpa dengan adanya P31 tersebut maka penduduk Jepang tidak
sepan unluk bernvestas i Indonesia, karena mercka tidak takut dirugikan
karena sudah adanya perjanjian temtang pajak berganda. Mamun hal ind belum
tentu menguriungkan Indonesia dari sektor perpajakan dalam hal memungut
pajak penghasilan terhadap wajib pajak loar negeri
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BAB I

PENDAHULLUAN

A, Latar Helakanp Masalkah

Undang-undang Lasar |%5 yang mempakan nomma hukum yang mengatur
falsatth hidup berbangss dan bernegam o Indonesm, mancaniumken cila-cila
negara indonesia, yang antara lam mamajvpkan  kesciahterarn wmum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita terscbul, perlu
dilakukan pembangunan nasional yang berishap dean  berkesinambungin,
Pembangunan nasional difakukan bersama oleh masyarakat den pemerintah.
Masyarakat adaiah pelaku wiama pembangunan den pemermntah berkewajiban
untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang,
vanz mana kepratan masyarakat dan pemerintah harus saling menunjang, saling
menpisi dan saling meleéngkapi dalam satu kesatuan agar iercapainya fujusn
pembangunan pasional, dimana embangunan nasional me membutuhkan dani
vang tidak seamat,

Memasukan dana diperolen dari dua sumber, yaitu melaful penenimuan dalam
negeri  dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negen diperobeh dan
penerimaenn minyak dan gas serta penerimasn patak dan bukan pajek, sedangkan
hentuk bantean dart luar negen adalzh bantuan program dan bantuan proyek.”

Peningkatan penenimesn dalam negen diupavakan melaim mtensifikas dun

chkslensinikasi pajak dengan memperhatikan asgs pemerataan dan  keadilan.

Rimeky K. Nidiseno, Pajak dmr Strotegifiisaty (jakarta : Gromedio Pastaka Utana, 1997), htm_4.



Masalub i distur dalam pasal 254 amendemen LU 1945 vang berbunyy “pajak
dan punguten lain yang bersilal memaksa untuk keperiuan nepara diatur dengan
undang-undang.” Oleh schab itu, secara formal yundis tidak mungkin dipungul
pajak jika tidak didasarian ales undang-undang, Hal i uniuk memberiian
kepasrtian hukum

L) Kehanyakan ncgare, penerimaan darn scktor pajak ditempatkan schapgai
salah sami sumber penerimaan ncgara vang sangat penting. Karena dari adanya
punguian pajak tersebut drharapkan dapat membantu pembanpunan nasional di
suate negara penerima pajak. lerutama di Indonesia penerimaan dari sektor pajak
merupakan sumber utama pemasuken dana guna melakikan  pembangunan
nesiopal  vang o bertujusn uniuk memajukan  kesgahteraan wmum  dan
mencerednskon kemdupan bangsa [ndoncsia.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warga negaranya ttau Kepada
oreng pribad; atsu bentuk usaha tetap vanp bukan warga neparanya, tetapi
mempunyval keterkanan denpgn negara tersebut tentu saja harus ada kKetentugn-
kctentuan vanp mengatumya.” Sebapar contoh di Indonesta seckra tegas
dinvatakan datam pasal 234 Undang-Undang Dasar (943 bahwa segala pajak den
pungutan lain yang bersifal memaksa unmuk keperlwan negara diatur dengan
L'ndang-Lndang,

Sehingga dengan banyaknya pengounsan tenaza kerja maupun bentuk usaha
tetap yang berasal dart negara lamn pada bangsa kita yang dirasa sangat menunjang

pembangunan atay keperduan lannya, Maks dirasa perlu bagr negara kita untuk

* Jnin Zakoriz, 2003, Perjanfiazn Penghindaran Pajak Bergandz serta Peneraponnya i Indonesia,
Penecbit Raju Grofindo Persda, Jakana, hhn, 2,

Fa



memuegut atau mengatur lentang pask begh warga negars asing terscbut denpan
alasan wntuk membanfu keuangan negers pade seal im, Icrulama dalam hal
bentuk usaha tctap vang dalem sistem perpajakan Indoncsia mencmpati suatu
kedudukan vang khusus kprena dispmping pemajekan atas bentuk wseha eiep
tersebut xaak berbeda di bandingakan dengan pemajzkan atas wajth pajak pada
umumnya, juga dalam kasan dengan perjanjian perpajakan (fax teery), ada atau
tidaknya suate bentuk usaha tetap sangat menentukan dapat atau Hdaknya suatu
negere sumber mengenakan pejak atas laba wsaha yang diperolch suatw
perusahaan vang berkedudukan luar ncgen,” Dalam menentukar besamya laba
suaty bentuk useha tetap terdapat bizya-biaya yvang dapat dikurangkangkan seperh
biaya-hiaya yang berkenanaan dengan penghasilan kantor pusat, dan vssha atas
kegiatan, penjuslan barang atay pemberian jasa yang sejemis denpan yang
dijalankan atsu yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesta dan biayva
admrnisiras kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha
tetap.” Pada seat ini Indonesia mempunyal beberapa kendala terhadap suatu hal
beban biaye kantor pusat yang diuakukan oleh bentuk usaha tetap o Indonesia
vang menurut Surat Ketelapan Pajak Kurang Bayar (SKIPKDB) dapet merugikan
perpajakan Indonesia.”

semakin bamvaknya jumizh bangsa asing vanp datang ke Indonesta tentunya
akan semakin bamysk pula menimbulkan ssatn masalah bagl negera kila

Herkaitan dengan masalah dialas maka sehkramva perle dibatast kebebasan-

! Faju Aakarlz, Perdalvan Propaiatan Terhadep Remied ke Tense, FT,Raja Grafindo, Fakora,
M5, him. 1.
" Ipid, hilm, 23,

Wawancara, Bosuki Pejabat [Nejer Pajek Republik Indonesia, 13 Febrown 20049, Jskartn

ik



kebebasan terhadap warga negara asing terschut, Berdasarkan Pasal 3 Avar 3
Undang-undang Nomor 360 Fahunn 2008 tentang  Pajak Penghasilan menjelaskan
bahwa susfu suatn beban biave kantor pusat tidak dapaet dikurangkan dar
penghosilan bentuk uvsaha letap, kercna pada dasamya benluk usaha lelap
merupakan sat kesatuan dengan kantor pusainyan dan merupskan perputaran
dana dafam satu perusahaan. Namun hal i bertentangan dengan pasal 7 avat 3
P3H yang menjelaskan dalam menentekan lzba seatu pendiran tetap akan
dijinkan pengurangan-pengurangan sepertt blava-biays vang dikelvarkan untuk
kepenlingan-kepentigan pendirizn tetap itu termasuk biaya untuk para pimpinan
dan braya admimistrasi emum, bak yang dikelearkan di negars tempat pendirizn
tetap it berkedudukon maupun empat lainnya. Walaupun banyak masalah yang
dihadapi pich negere kita dary adanyva haf tersebut  sebagal negara yvang scdang
berkkembang dalem melaksanakan pembangunan kKita juga membutuhkan tenaga-
tenaga ahh dan bangsa lain agar teciptanya suatu hubungan internastonal dengan
negara lain yang dapat melahirkan sueatu hubungan mternasional.

Megara Ingonesia sebagar suatu nepara yang merdcka dan  berdaular
memilikt  kewenangan yang  penuh  {Severegaiyl  untuk mengatur  latanan
kehidupen masyarakatnye, lermasuk menentukan Ketijaksanasn di bdang
perpujakan vaity mengatur hak pemajalcen (focimg right) atas penghasitan yang
diperoleh penduduk indonesia (resident faxpayer) maupun penduduk dan negaro

latn {mon-resident fax paver) bkl yang berasal adar wilayah juridiksimya ataepun



BAB IV

rENUTUR

A. Kestmpulan

Dari pembphasan dan penclitian yang penulis lakokon muka dapatl ditasik

suatu kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan persoalan dari

skripst ini, yaitw ki

Bila negara Indonesia Bertrznsaksi dengan negara yang memiliki
perjenjian penghindaran pajak berganda (fax feety) dengan Indonesta,
maka pengenaan pajaknya skan mengacy pada kelentvan yang ada
dalam ketentuan tax treaty terschut. Hal ini disebabkan karena undang-
undang domestik hanva mengatur hal-he! yang umum saja sedangkan fere
treaty merupakan atursn vang khusus ( lex specialis derogat fex
generalis ).

Pelaksanaan P3B Indonesia-Jepang pada saat ini sedang mengalami
masalah hal ini disebobkan karena dahulu pads sast perundingan
Indonesta sedang membutehkan dana dari jepang yang mengakibatkan
benvaknya pasal-pesal vang lidak balance dan banyak sckali hak
pemajakan Indonesia yvang dibatasi. Salah satunya mengenai bebin biaya
kantor pusat vang lerkail dalam Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar

yang meret [ndonesia hal tersebut dapat merugikan Indenesia ari sektor

pemayakan

a7



3. Kendala-kendala vang ditemui dalem P38 antara Indonesia-lepang vang
berkaitan denpan kasus ini pdaleh pdanya sustu Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKIP'EDB} yang dibebankan terhadap Wapil pajak, yaite
BUT Kawasaki Heavy Industries Projects mengenai beban biaya kantor
pusal, yang menurul fiskus biaya beban kepada kantor pusat ini fidak
dapat di kurangkan dengan dasar pesal 5 ayet (3) Undang-undang PPh
sedangkan menurut far jrery beban kantor pusat tersebut  dapat
dikuranghon sebagai baye . Jika dalam sistem perundang-wndangan
Indoresia persetujuan penghindaran pajak berganda diberfakukan secarn
fex  spesipliv dan undang-undapg  domestik maka hal ini  jelas
bertenlangan dengan ases lex specialis derogar lex generaliv yang
menyaleken perselujuan penghindaran pajak berganda yang dimiliki
Indonesie dengan Jepang Kedudukanya lebih tingpi dibendingkan
dengon Undang-undeng Pajak Penghasilan vang berlaku di indonesia

. Saran

Dengan melihet kesimpulan distas maks penelis dapal memberikan saran

sebapat berkut
. Bahwa Persctujuan Penghindaren Pajak Berganda merupekan suatu
perangkat hukum vang berlaku khusus (Lex specialis) sehingga
apabiala terjadi suatu permasalzhan pajak vanpg digunakan sebagni
landesan penvelasgian masaleh adalah dengan mengacu kepada
persetujuan penghindaran pajak bergandn (tax treaty) yang dibuat

Indonesia dempgen nepra lainnva, hal ini disehabkan kedwdukan

A
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